
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR  6  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 22 

TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, 

BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA 

TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SITUBONDO, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Situbondo Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, 

pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 

dan Pelaporan,  serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian 

Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/retribusi Daerah, 

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan 

Pengeluaran Pembiayaan dari APBD Kabupaten Situbondo 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2019;  

 

SALINAN 
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b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 

22 tentang 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, 

pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 

dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian 

Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/retribusi Daerah, 

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan 

Pengeluaran Pembiayaan dari APBD Kabupaten 

Situbondo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5067); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari APBD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2019; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi 

Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 446, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4741); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 

2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 

03); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016 Nomor 6); 
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29. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, 

serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, 

Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, 

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan 

Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD 

Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 12). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 22 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 

DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL 

PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN, 

BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

SITUBONDO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, 

Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/retribusi Daerah, Bantuan 

Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran 

Pembiayaan dari APBD Kabupaten Situbondo (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati 

Situbondo : 

a. Nomor 47 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2018 Nomor 47); 

b. Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2018 Nomor 47); 

Diubah sebagai berikut : 
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1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6A 

(1) Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang 

membidangi urusan pemerintahan di bidang 

Administrasi Kependudukan dapat memperoleh 

Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan 

blangko kartu tanda penduduk elektronik. 

(2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilarang tumpang tindih 

pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan 

belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dimaknai penyediaan setiap keping blangko kartu 

tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) 

sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran 

pendapatan dan belanja negara. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 

dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. 

 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai  

berikut : 

 

Pasal 16 

(1) Bupati menetapkan pemberian hibah dalam bentuk 

uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau 

jenisnya yang akan dihibahkan kepada penerima 

hibah dengan Keputusan Bupati berdasarkan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(2) Kepala BPPKAD mengajukan usulan rancangan 

Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam 

bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar 

penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian 

obyek belanja berkenaan. 

(3) Kepala SKPD mengajukan usulan rancangan 

Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam 

bentuk barang atau jasa beserta besaran dan/atau 

jenis dan memuat daftar penerima hibah yang 

dikelompokkan dalam rincian obyek berkenaan. 
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(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi dasar penyaluran hibah berupa uang dan 

penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa. 

(5) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah 

Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah 

penadatanganan NPHD. 

(6) Sebelum mengajukan pencairan hibah berupa uang 

dan barang/jasa, SKPD yang membidangi agar 

membuat surat/nota dinas permohonan persetujuan 

pencairan hibah kepada Bupati. 

(7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan 

dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Pencairan Belanja Hibah dengan penerima paling 

banyak 100 (seratus) yang dibebankan pada kode 

rekening dengan penggunaan dana yang sama, dapat 

dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM. 

(9) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dirinci dalam lampiran SPP/SPM. 

(10) Pencairan hibah dalam bentuk uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) dipindahbukukan ke 

rekening penerima hibah melalui rekening Bendahara 

Pengeluaran PPKD saat diterbitkan SP2D atas 

pengajuan SPP/SPM dimaksud oleh Kuasa BUD. 

(11) Penyaluran dana hibah dapat dilaksanakan secara 

sekaligus atau bertahap sesuai dengan anggaran kas 

yang tersedia. 

(12) Penyaluran dana hibah berupa uang kepada 

penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang 

dan Rekening Penerima Bank Jatim bersaldo minimal 

Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat 

mengajukan permohonan pencairan,  sedangkan 

untuk penyaluran hibah berupa barang/jasa 

dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi 

dalam bentuk Berita Acara Serah Terima 

Barang/Jasa. 
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3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai  

berikut : 

 

Pasal 26 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu 

dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 huruf a terdiri dari bantuan sosial yang 

direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu 

dan keluarga yang sudah jelas nama, alamat 

penerima dan besarannya pada saat penyusunan 

APBD. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari 

calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD. 

(4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh 

persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan 

usulan dari calon penerima. 

(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial 

yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan 

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 

menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi 

individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(6) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi 

anggaran bantuan sosial yang direncanakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(7) Mekanisme pemberian bantuan sosial yang tidak 

direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 
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4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai  

berikut : 

 

Pasal 36 

(1) Bupati menetapkan pemberian bantuan sosial dalam 

bentuk uang dan/atau barang kepada penerima 

bantuan sosial beserta besaran dan/atau jenisnya  

kepada penerima bantuan sosial dengan Keputusan 

Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(2) Kepala BPPKAD mengajukan usulan rancangan 

Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial 

dalam bentuk uang beserta besarannya yang 

dikelompokkan dalam rincian obyek belanja 

berkenaan. 

(3) Kepala SKPD yang membidangi, mengajukan usulan 

rancangan Keputusan Bupati tentang pemberian 

bantuan sosial berupa barang beserta besaran 

dan/atau jenisnya yang dikelompokkan dalam 

rincian obyek belanja berkenaan. 

(4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial 

didasarkan pada Keputusan Bupati tentang 

pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan 

sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali 

bantuan sosial kepada induvidu dan/atau keluarga 

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5). 

(5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada 

individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 26 ayat (5), didasarkan pada permintaan 

tertulis dari individu dan/atau keluarga yang 

bersangkutan dan/atau surat keterangan dari 

pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan 

Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD yang 

membidangi. 

(6) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga 

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan 

evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD yang 

membidangi dan menyampaikan hasil evaluasi 

berupa rekomendasi SKPD. 
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(7) Sebelum mengajukan pencairan bantuan sosial 

berupa uang dan barang/jasa, SKPD yang 

membidangi agar membuat surat/notadinas 

permohonan persetujuan pemberian bantuan sosial 

kepada Bupati. 

(8) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan 

dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Pencairan Bantuan Sosial kepada 1 (satu) sampai 

dengan 50 (lima puluh) penerima yang dibebankan 

pada kode rekening dengan penggunaan dana yang 

sama, dapat dilakukan dalam 1 (satu) SPP/SPM.  

(10) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) dirinci  dalam lampiran SPP/SPM.  

(11) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) 

dipindahbukukan ke rekening penerima bantuan 

sosial melalui rekening Bendahara Pengeluaran PPKD 

saat diterbitkan SP2D atas pengajuan SPP/SPM 

dimaksud oleh Kuasa BUD. 

(12) Penyaluran dana bantuan sosial berupa uang kepada 

penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat 

(8) dilengkapi dengan kuitansi penerimaan uang dan 

Rekening Penerima Bank Jatim bersaldo minimal Rp 

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat 

mengajukan permohonan pencairan,sedangkan 

untuk penyaluran bantuan sosial berupa barang 

dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi dalam 

bentuk Berita Acara Serah Terima Barang. 

(13) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari 

belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2), sebagaimana tersebut dalam lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 03 Mar 2020 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

ttd 
 

DADANG WIGIARTO 

 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 03 Mar 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO, 

 
ttd 

 

SYAIFULLAH 
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 6 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


